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RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Toili
khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya
serta adanya aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat, maka dipandang perlu melakukan
pemekaran terhadap Desa Saluan guna meningkatkan
penyelenggaraan  Pemerintahan,  Pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat
pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a

dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk,
luas wilayah Desa Saluan Kecamatan Toili, maka
dipandang perlu membentuk Desa Moilong sebagai
pemekaran dari Desa Saluan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
Pembentukan Desa Moilong.

Undang — Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4437) ;
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6. ll;eraturan Pemerintah Nomor 72 Ta’hun 2005 tentang
Tesa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158,

ambahan Lembaran Negara RI Noror 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ba;nggai Nomor 20
Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000
Nomor 35, Seri D Nomor 13

i

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILA™ RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAL
: dan |

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI -
TENTANG PEMBENTUKAN DESA MOILONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima!(sud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Bupati adalah Bupati Banggai. '
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip -
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

UuD 1945.
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 Kabupa 0 aLRe ‘ 7
& g::;: ta,i;;gg disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa
Wlavahevan ba" Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
e Y ara{ tg érwenang untuk mengatur dan mengurus keperitingan
set?r,n ta setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
Pal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah

dalam ~desa yang merupakan i -
i naan
pemerintahan desa, 2 ingkungan kerja pelaksa

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA
Pasal 2

Dengan Perat'u'ran Daerah ini dibentuk Desa Moilong dalam wilayah
Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Desa Moilong adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Saluan yang
luasnya 1566 Ha.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Moilong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,
luas wilayah Desa Saluan dikurangi luas wilayah Moilong sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

(1) Desa Moilong mempunyai batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Desa Sinorang Kecamatan Batui;
b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;

c. Sebelah Selatan dengan Sungai Toili/ Dusun Tou;

d. Sebelah Barat dengan Sungai Toili/Dusun Rahmat.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(3) Penentuan batas Wilayah Desa Moilong secara pasti dilapangan,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 7 g
Ibukota Desa Moilong berkedudukan dj Moilong.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Moilong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

Ibukota Desa Saluan yang sebelumnya berkedudukan di Moilong dialihkan
ke Dusun I.

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Moilong.
Bupati, Camat Toili dan Kepala Desa Saluan sesuai dengan
wewenang dan Tugasnya masing — masing menginventarisasi dan
mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Moilong sesuai
dengan Peraturan Perundang- undangan yang meliputi :

a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak
yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa
Saluan yang berada dalam wilayah Desa Moilong.

b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan dokumen yang karena sifatnya
diperlukan oleh Desa Moilong.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diresmikannya Desa Moilong.

Pasal 10
Pembiayaan yang diperlukan akibat pernbentukan Desa Moilong

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Moilong.
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